NAGARI DURIAN SERIBUKECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR :112/ 02A /Kpts. WN-DS/1-2022

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI DURIAN SERIBU
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALI NAGARI DURIAN SERIBU,

bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,
maka Wali Nagari perlu mengangkat Perangkat Nagari Durian
Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi
Sumatera Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali
Nagari.

Undang-undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206,
TambahanLembaran Negara Nomor 3952);,

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4594):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),



Menetapkan
KESATU

KEDUA
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1223 );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 tahun
2011 tentang Pembentukan Nagari Durian Seribu di Kecamatan
Silaut;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Nagari;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagarti,
Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2018, tentang
susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari,
Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 40 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari
dan Bamus Nagari,
Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 46 Tahun 2020 tentang
Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2021;
Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Nagari.

MEMUTUSKAN :

Mengangkat nama-nama Perangkat Nagari Durian Seribu sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan Pejabat Wali Nagari ini;

Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas,
mempunyai tugas membantu tugas-tugas pejabat Wali Nagari yang
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,



KETIGA . Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di
atas, berhak memperoleh tunjangan yang besarannya ditetapkan dengan
keputusan Bupati Pesisir Selatan;

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di - Durian Seribu
Pada tanggal : 02 Januari 2022

WALI NAGARI)

LI

8

RIAN SERIBU

Tembusan Disampaikan Yth. .
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut  di Silaut;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Durian Seribu di Durian Seribu,
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip



[202/01/8T ureg abgung Sundwey| ejeday] VLIS | 9661/90/L7 YNNIVIN ONNINV.L| DeT-be] VNNV SVY4V| 8
1202/01/82 1dy ueunq Sundwey ejedoy (1) 6861/20/11 TNABIONNNND| DleT-be] VINVSNS IMd d18V| L
L10Z/ 10/ €0 wnwin uep eyes() eje] uesnif) efedoyy HIda| €661/L0/5T ANNIVIN ONNINV.L| uendwaisg LLNVITNA| 9
L10T/ 10/ €0 UBBUBOUDIQJ uesni() eedoy] (1S) €661/10/4C | LAvTIS|uendwardd|  wIY LINFAY VLINYD| S
9102/10/¥0 ueSuenay uesni() efedoy] VIS | 6861/40/60 YNINIVIN DNNINV.L| uendwaieg MILVLYVH DIS| ¥

1 10T freueAe[od uep ueeiajyelasay 1syg eeday VIIS |  tL61/S0/L0 HVONAL ONNIAVT| DET-De] INIAVINVHNIN| €
9102/10/¥0 UBUBJULIOWR Is3e§ ejeday (1s) 8861/10/C1 IAIVS NVLONVIVL| DeT-De] PIAIVNAL| €
z10z LIESEN SLIBLIOYS VIIS |  6961/90/20 SYI'THvVY| meT-ne] NvNand| 1

LIAL NVLVEVL NVIAIANAd 1LL I VINVN ON

NV.LYT3S ¥ISIS3d NILVANGYY LNVTIS NYLYINYIIN NGI¥IS NVIHNG [HVOVLIVN NONVYId NVIVIONVONId @ ONVINIL
Zzoz Menuerzo @ TVDONV.L

ZZ0Z-1/SA-NM'S1dN/vZ0/ZTT JOWON

NgIY3S NYIMNAIYYOVYN IMYM NYSNLNdIN © NVUIdIAVYT




